
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR: Z1 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a. 	bahwa rumah sebagai tempat bernaung haruslah disertai 
dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka 
mewujudkan rumah yang sehat, aman dan nyaman sehingga 
menjadi tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat; 

b. 	bahwa dalam rangka menciptakan tempat tinggal sehat, aman 
dan nyaman, perlu adanya peningkatan kualitas dan 
pembangunan baru rumah di wilayah Kabupaten Lampung 
Barat yang dilaksanakan melalui program pemerintah berupa 
bantuan stimulan dan dilaksanakan atas prakasa serta upaya 
masyarakat guna mewujudkan rumah layak huni; 

c. 	 bahwa Peraturan Bupati Lampung Ba.rat Nomor 20 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyaluran Dana Rumah Swadaya 
Kegiatan Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Perumahan 
dan Permukiman dipandang tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga 
perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru; 

d. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati' tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 
Rumah Swadaya; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

2. 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. 	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomm 33); 



4. 	Peraturan Presiden Nomor 123 Tabun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11); 

5. 	Peraturan Menter! Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 13/PRTjM/2016 tentang Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya; 

6. 	Peraturan Menter! Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur; 

7. 	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional 
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumaban Rakyat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

8. 	 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
112jPMK.07/2017 tentang Perubaban Atas Peraturan 
Menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 
2017 Nomor ·1081); 

9. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan 8usunan Perangkat Daerab 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tabun 2017 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Lampung 
Barat Nomor 391); 

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATl TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
BANTUAN RUMAH SWADAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa! 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 

2. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

3. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. 	 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organlsasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Bamt. 

5. 	 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Barat. 

6. 	 CaJ?at adalah kepaJa Kecarnatan. 



7. 	 DesaiPekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas­
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat 
istiadat seternpat yang diakui dan dihormati dalarn sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. 	 Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman yang 
sel8.1.jutnya disebut DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman 
adaJah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah 
dan sesuai dengan prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai 
kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang 
belum mencapai Standar PeJayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar 
Pedoman dan Kriteria (NSPK) dalam rangka mendorang percepatan 
pembangunan daerah. 

9. 	 Anggaran Pendapatan dan Be\anja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Barat. 

10. Kegiatan 	 Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman 
adalah kegiatan bantuan rumah swadaya kepada penerima bantuan atas 
usulan dari masyarakat yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan BNBA pekon penerima 
bantuan. 

11. Bantuan Rumah Swadaya adalah fasilitasi Pemcrintah berupa bantuan 
untuk peningkatan kualitas atau pembangunan baru kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah. 

12. Belanja Penunjang adalah belanja untuk mendanai kegiatan non-fisik yang 
mendukung pelaksanaan kegiata.n fisiko 

13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga periu 
mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah Iayak huni. 

14. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PE adalah kegiatan 
pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya. 

15. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan 
memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi 
rumah layak hunL 

16. Kelompok 	 Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah 
himpunan MBR penel'ima bantuan pembangunan baru dan peningkatan 
kuaIitas, rumah swadaya. 

17. Kartu Tanda Penduduk yang se1anjutnya disingkat KTP adalah identitas 
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

18. Rencana Penggunaan Dana yang disingkat RPD adalah Dokumen yang 
memuat informasi jenis pekerjaanfbahan bangunan, volume per jenis 
bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan 
bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi 
KPB dalam penggunaan dana bantuan rumah swadaya. 

19. Tenaga Fasilitator Lapangan selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga 
pro'fessional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping 
pen'erima bantuan rumah swadaya. 
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20. 	Oaftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian 
bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan atau dibantu oleh 
TFL sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna 
mengendalikan penggunaan dana bantuan rumah swadaya. 

21. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang 
tidak memenuhi persyaratan kecukupan luas minimal, kualitas dan 
kesehatan. 

22. Tim 	Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki fungsi 
untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan 
rumah swadaya di Kabupaten Lampung Barat. 

23. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 
diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan 
dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas dana 
APBD dan OAK. 

24. 	Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran 
kepada Bank/Pos penyalur dana bantuan rumah swadaya serta biaya 
p"n,:nJang. 

25. 	Bank/ Pos PenyaJur adalah mitra kerjasama sebagai tempat dibukanya 
rekening untuk menampung dana rumah swadaya yang akan disalurkan 
kepada penerima bantuan rumah swadaya. 

Pasa12 

Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan dana 
kepada penerima bantuan rumah swadaya di daerah. 

Pasa13 

Tujuan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemberian 
bantuan rumah Swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. 

Pasa14 

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. jenis kegiatan bantuan perumahan swadaya; 
b. persyaratan penerima bantuan perumahan swadaya; 
c. tugas dan tanggung jawab pelaksana; 
d. penggunaan, pencairan dan penggunaan dana; dan 
e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan. 

BAB II 
JENIS KEGIATAN 

Pasa15 

Jenis kegiatan pelaksanaan bantuan perumahan swadaya terdiri atas: 
a. PB; dan 
b. PK. 

Pasa16 

(1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: 
a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau 
b. pembangunan rumah baru. 

I 



(2) 	 Pembangunan baru penggant.i RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan terhadap perumahan dengan kerusakan seluruh 
komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non 
struktural dengan kondisi rusak total. 

(3) 	 Komponen non struktural sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain 
dindir:g pengisi, kusen, penutup atap dan lantai. 

(4) 	 Ketentuan mengenai pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) 	huruf b dilakukan diatas kavling tanah matang. 

Pasal 7 

(1) 	 Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi 
perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan: 
a. 	keselamatan bangunan; 
b. kecukupan minimum luas bangunan) danl atau 
c. 	kesehatan penghuni. 

(2) 	 Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan: 
a. 	rusak ringan; 
b. 	rusak sedang; dan 
c. 	rusak berat 

(3) 	 Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 
kerusakan komponen non struktural. 

(4) 	 Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 
kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen 
struktural. 

(5) 	 Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi 
kerusakan pada komponen bangunan, baik komponen struktural maupun 
komponen non struktural. 

(6) 	 PersyarataJl. kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) 	 h:r ~ .-r a ra ta n kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, 
meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta 
ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan 
kakus. 

BAB III 

PERSYARATAN PENERIMA 


Pasal8 


(1) 	 Perseorangan penerima bantuan perumahan swadaY2. merupakan MBR. 

(2) 	 Penerima bantu::m perumahan swadaya harus memenuhi persyaratan: 
a . warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah dan sudah 

berkelua rga; 
b. 	memiliki atau menguasai tanah; 
c . belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu­

satunya dengan kondisi tidak layak huni; 
d. 	belum pernah mencrima bantuan perumahan swadaya; 
e. 	berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional; 
f. 	 diutama kan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana 

memba ngun atau meningkatkan kualitas rumahnya; 
g. bersedia membentuk KPB; dan 



h. bersedia membuat pernyataan, bertanggungjawab dalam pelllanfaatan 
bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan bantuan perumahan 
swadaya. 

Pasal9 

(1) 	 KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g paling banyak 
beranggotakan 20 (dua pu!uh) orang. 

(2) 	 dalam hal terdapat jurnlah KPB di satu Pekon lebih dari 1 (satu), rnaka 
diberikan penarnaan dengan huruf romawi sesuai jumlah KPB. 

(3) 	 KPB sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mernbentuk kepengurusan 
paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota 

(4) 	 Pengurus KPB sebagaimana pada ayat (3) dipilih oleh anggota KPB secara 
musyawarah. 

Pasa! 10 

Dalarn hal penerirna bantuan perurnahan swadaya tidak mernenu hi 
persyaratan sebagaimana dilllaksud dalam pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi 
berupa: 
a. 	 pembatalan bantuan perumahan swadaya, jika penerima tidak memenuhi 

persyaratan sebagai penerirna bantuan setelah ditetapkan; 
b. 	 penarikan kernbali bantuan perurnahan swadaya, jika penerima tidak 

rnernanfaatkan dana bantuan untuk pelaksanaan PB atau PK; dan 
c. 	 pengembalian dana bantuan perumahan swadaya, jika penerirna 

rnenyalahgunakan dana yang diterirna. 

BABIV 
PELAKSANA 

Bagian kesatu 
Unsur Pelaksana 

Pasa! 11 

--( (1) Unsur pelaksana kegiatan DAK Perurnahan dan Permukiman terdiri: 
a. 	ppk; 
b. tim teknis; 
c. 	tt1; 
d. 	peratinjlurah 
e. 	penerirna bantuan; dan 
f. 	 bank/pos Penyalur. 

(2) Tim Teknis sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur: 
a. OPD yang menangani bidang perumahan sebagai ketua; 
b.OPD 	 yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai 

sekretaris; 
c. 	Perangkat pekon/kelurahan di lokasi bantuan perumahan swadaya 

sebagai anggota. 

(3) 	 Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada aya.t (2) ditetapkan dengan 
h:ej:,ltusan Bupati 

Bagian kedua 
Tugas dan Tanggung Jawab 

Paragraf 1 
PPK 

Pasa112 

PPK merniliki tugas sebagai berikut: 
a. 	 melakukan sdeksi calon penerirna Bantuan; 



b. 	 memverifikasi penerima Bantuan; 
c. 	 melakukan seleksi dan menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan; 

" d. 	 me1akukan perjanjian kerja sarna dengan Bank/Pos Penyalur; 
e. 	 melakukan penyaluran Bantuan dana Rumah Swadaya; dan 
g. 	 melakukan pengawasan; dan~t 

.( h. pengendalian terhadap pelaksa."1aan kegiatan . 

Paragraf2 
Tim Teknis 

Pasal13 

(1) Tim Teknis yang berasal dad OPD memiliki tugas sebagai berikut: 
a. 	 melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat; 
b. 	 memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara 

lain, proposal. kontrak, kesepakatan pembelian bahan bangunan, 
berita acara sosialisasi, daftar rencana pembelian bahan bangunan 
(DRPB2), laporan progress pelaksanaan pembangunan dan surat 
pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan rumah 
swadaya; 

c. 	 melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; 
d. 	 melakukan pengawasan dan pengendalian; dan 
e. 	 melakukan pemantauan dan evaluasi. 

(2) Tim Teknis yang berasal dad Pekon memiliki tugas sebagai bedkut: 
a. 	 melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat; 
b. 	 melakukan pendataan calon penerima bantuan dan hasilnya 

disampaikan kepada peratin/lurah; 
c. 	 memfasilitasi penyampaian kelengkapan administrasi yang diperlukan 

oleh calon penerima bantuan bukti kepemiiikan tanah dan surat 
keterangan berpenghasilan Udak tetap; 

d. 	 memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
e. 	 menetapkan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan 
f. 	 melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap 

pe1aksanaan pemban~nan perumahan swadaya. 

Paragraf3 
TFL 

Pasal14 


TFL memiliki tugas sebagai berikut: 

a. 	 melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat; 
b. 	 melakukan seleksi calon penerima Bantuan rumah swadaya dan!atau 

mengidentifikasi serta melengkapi data By Name By Address (BNBAJ; 
c. 	 mendampingi calon penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan 

dan pengajuan proposal; 
d. 	 mendampingi calon penerima bantuan perumahan swadaya dalam 

pembuatan rekening bank; 
e. 	 mendampingi penerima bantuan rumah swadaya dalam pembuatan:.4­, 

- gambar teknis; 
spesifikasi teknis; 

- rencana anggaran biaya; 
-. ciaftar rencana pembelian bahan bangunan; dan 
- penggunaan dana rumah swadaya. 

g. 	 mendampingi penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan 
laporan pertanggungjawaban kegiatan DAK Bidang Perumahan dan 
Permukiman; dan 

h. 	 menyampaikan hasillaporan kegiatan kepada PPK. 



Paragraf 4 
Peratin/Lurah 

Pasal 15 

Peratin/Lurah memiliki tugas sebagai berikut: 
a. 	 melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; 
b. 	 mengesahkan hasil pendataan calon penenma bantuan dan 

menyampaikan kepada Pemerintah D&erah; 
c. 	 memfasilitasi penyiapan dan penyampaian kelengkapan administrasi calon 

penerima bantuan perumahan swadaya; 
d. 	 menetapkan KPB. 

Paragraf 5 
Penerima Bantuan 

Pasal 16 

(1) 	 Penerima bantuan harus membentuk KPB; 

(2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas: 
8 . m en u njuk tokc/penyedia bahan bangunan; 
b rnen yu su n RPD u ntuk seti~l. p a nggota kelompok/penerima Ba ntuan 

kegiaLan rumah swadaya; 
c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD; 
d. membua t perjanjian dengan toko/penyedia baha n bangunan yang 

~'itunjuk paling sedikit memuat : 
iden ti tas para pihak; 
spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak m elebih i 
h a rga sa tuan yang ditetapkan pemerintah daerah. 

- j eni s volume da n harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam 
ben tuk DRPB2; 
wa ktu pengiriman bahan bang1.1l1an; dan 
waktu pembayaran 

c. 	 menyusun proposal bantuan rumah swadaya; 
f. 	 memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh 

toko/ penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2; 
g. 	 melaksanakan pembangunan rumah swadaya sesLlai dengan RPD 

dalam waktu yang ditetapkan; dan 
h. 	 menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada 

PPK. 

(l) 	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB 
didampingi oleh TFL. 

(4) Toko/Penyedia b3..han bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
l:uruf a paling sedikit memiliki: 
a. 	 legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan dan perundang­

undangan; 
b. 	 tempat usaha; 
c. 	 bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan 
d. 	 membuka rekening pada Bank yang sarna dengan penerima bantuan 

rumah swadaya. 

(5) 	 Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah. 

penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan 
penyusunan harga bahan bangunan disesuaikan berdasarkan harga yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

OPD 

(6) Musyawarah 



Paragraf 6 
Bank/ Pos Penyalur 

Pasal 17 

(1) 	 Bank/Pos Penyalur melaksanakan tugas:--~-
( 	 a. membuat rekening tabungan atas nama penerima bantuan di lokasi 

pekon/ kelurahan yang mendapatkan dana bantuan perumahan 
swad clya sesuai dengan BNBA penerima bantuan; 

b. 	 membuat rekening giro penampung dana bantuan rumah swadaya 
yang akan menjadi saluran dana kepada Penerima Bantuan; 

c. 	 melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan perumahan 
swadaya di lokasi pekon/kelurahan bagi penerima bantuan lanjut usia 
dan penyandang disabilitas; 

d. 	 menyalurkan dana bantuan rumah swadaya kepada penerima bantuan 
melalui mekanisme transfer dan/ atau pemindah bukuan dari 
penerirpa bantuan ke rekening toko/penyedia tempat pembelian bahan 
banguna n atas permintaan penerima bantuan, setelah terlebih dahulu 
mendapatkan rekomendasi dari PPK; 

e. 	 menyampaikan informasi kepada PPK atas telah disalurkannya dana 
rumah swadaya tahap I dan tahap II ke rekening penerima bantuan; 
dan 

f. 	 menyampaikan laporan dari penyaluran penarikan tabungan dana 
penerima bant.uan rumah swadaya kepada ?PK. 

(2) 	 Da lam h o.l penyaluran rekening tabungan sebagaimana dimaksud pa da 
ayat (1) huruf d, Bank/Pas penyalur harus melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
8 . 	 men cocokka n n ama, alamat dan nomor KT? penerima bantuan yang 

tertera d a la m buku tabungan sesuai dengan KTP ash; dan 
b. 	 mel ihu L DRPB2 yang sah dan disesuaikan dengan permints.an 

penc rirna bantuan. 

BAB V 
PENGGUNAAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA 

Bagian kesatu 
Penggunaan 

Pasal 18 

(1) 	 D;:< 11 8 ixtIl t ll a n pe rum ah an swadaya digunakan untuk pembelian bahan 
bangunull 11l1 wk Pem bangu n an Baru da n Pen in gl<:atan Kuali cas sesu a l 
den gan renca na penggunaan dana (RPD) yang telah ditetapkan. 

(2) 	 Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya pekerjaan 
dilakukan secara bergotong royang secara swadaya oleh KPB tanpa 
dikenakan upah kerja. 

(3) 	 Bagi penerima bantuan perumahan swadaya yang tidak memiliki 
kemampuan dana swadaya dikarenakan Lanjut Usia (Lansia) dan/ atau 
penyandang disabilitas maka dana bantuan perumahan swadaya dapat 
digunakan untuk biaya upah kerja maksimal sebesar 15% (lima belas 

~ persen) dari jumlah dana bantuan yang diterima. 

Bagian kedua 
Pencairan 

Pasal 19 

(1) 	 Pencairan dana penerima bantuan perumahan swadaya dilakukan melalui 
KPB dan setiap anggota kelompok wajib membuka rekening pada 
Bank/Pas penyalur pelaksana rumah swadaya. 

~kp 
j 

http:permints.an
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(2) Penerima Bantuan yang diwakilkan oleh ketua kelompok mengajukan 

permohonan pembayaran dengan melampirkan persyaratan yang 
.. ditetapkan oleh Peraturan Menteri PekeIjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional 
-~~ Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Peketjaan Umum dan 
/-("~ Perumahan Rakyat. 

(3) 	 Surat permohonan dan kelengkapan setelah mendapatkan rekamendasi 
dari PPK untuk selanjutnya dapat dibayarkan oleh Bank/Pos penyalur 
sesuai dengan mekanisme MoU yang telah ditetapkan. 

Bagian ketiga 
Penyaluran Dana 

Pasal20 

(I) 	 Penyaluran Dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
112/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana 
Desa terdiri dari : 
a. penyaluran Tahap I Paling cepat bulan Februari dan paling lambat Juli 

sebesar 25% (dua puluh lima persen); 
b. penyaluran Tahap II Paling cepat bulan April dan paling Iambat bulan 

oktober sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan 
c. penyaluran Tahap III Paling cepat bulan se[ptember dan paling lambat 

bulan desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah 
disalurkan sampa! dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan 
dana untuk penyelesaian kegiatan. 

(2) 	 Dana bantuan rumah swadaya yang sudah cair selanjutnya akan 
disalurkan' alch Bank/Pos penyalur kepada KPB me1a1ui mekanisme 
transfer dim/atau pemindah bukuan ke toko/penyedia bahan bangunan. 

(3) 	 Bank/Pos penyalur membayarkan Jangsung pembelian bahan bangunan 
masing~masing penerima bantuan sesuai dengan DRPB2 ke toko/penyedia 
bahan bangunan setelah mendapatkan rekomendasi dari PPK. 

(4) 	 PPK terlebih dahulu merekomendasi kepada Bank/Pos penyalur untuk 
pelaksanaan pembayaran bahan bangunan ke toko / penyedia bahan 
bangunan pada tiap tahapan. 

(5) 	 Penyaluran dana tahap awal kepada toko/penyedia bahan bangunan 
dilakukan setelah bahan bangunan dterima oleh seluruh anggota KPB 
sebesar 50%. 

(6) 	 Penyaluran dana tahap berikutnya dilakukan disesua!kan dengan sistem 
penyaluran DAK Bidang Perumahan dan Permukiman yang telah 
ditetapkan oleh Pemerin~ah. 

Bagian keempat 
Sumber Dana 

Pasa121 

Dana Penerima Bantuan Perumahan Swadaya bersumber dari : 
a. 	 dana alokasi khusus bidang perumahan dan permukiman Tahun 

Anggaran 2018; 
b. 	 «:1g-;aran pendapatan dan beJanja daerah Kabupaten Lampung Barat 

Tahun Anggaran 2018; dan 
c. 	 swadaya masyarakat. 

o 
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BABVI 

PENGA W ASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN 


Pasa122 


(1) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan 
kegiatan pembangunan perumahan swadaya ke penerima bantuan; 

(2) 	 Tim Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan 
perumahan swadaya; dan 

(3) 	 TFL me1akukan pendampingan serta turut mengawasi pelaksanaan 
pembangunan perumahan swadaya sesuat dengan rencana penggunaan 
dana yang telah ditetapkan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasa123 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Dana Rumah Swadaya Kegiatan 
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasa124 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 


Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 7" April 2018 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal S APril. 2018 

Pj. 	 SEKRETA IS DAERAH 
KABUP E LAMPUNG BARAT, 

,¥",ry.~P"'BD. NASIR 

AERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 'Z.' 


